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Analisi Kontribusi Pajak, Retribusi Dan Pendapatan Lainnya Yang 
Dianggap Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan Periode 1999-2011 
ARDHANIAH ABDULLAH 
 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi pajak, retribusi 
dan pendapatan lainnya yang dianggap sah terhadap Pendapatan Asli 
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Periode 1999-2011.  Data penelitian ini 
diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan dan Dinas 
Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan serta artikel-artikel dan 
tulisan-tulisan dari internet. 
Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi Pajak 
Daerah terhadap pendapatan Asli Daerah di provinsi Sulawesi Selatan 
selama 13 tahun terakhir mengalami perubahan yang bervariasi antara 
54,78 persen sampai 86,23 persen. Dan secara keseluruhan selama 13 
tahun kontribusi pajak daerah mencapai rata-rata 79,80 persen. Kontribusi 
retribusi daerah sepanjang 13 tahun terakhir sangat fluktuatif sedangkan 
pendapatan lainnya yang dianggap sah memiliki trend yang negatif 
dengan kata lain kontribusi terhadap pendapatan Asli Daerah terus 
mengalami penurunan sepanjang tahun hingga 2011 sebesar 1.74 persen. 
Untuk mempercepat proses peningkatan Pendapatan Asli Daerah, 
perlu adanya perumusan rancangan peraturan daerah serta kebijakan 
maupun inventarisasi bagi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah 
utamanya pajak daerah dan retribusi daerah yang memiliki potensi yang 
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cukup besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. 









Analysis  Contribution of Taxes, Levies and Other Revenue To The 
Revenue Considered  Legitimate Against of South Sulawesi 
Provincial Period 1999 - 2011 
ARDHANIAH ABDULLAH 
 This study aims to analyze the contribution of taxes, levies and other 
revenues are considered  valid to the original income South Sulawesi 
1999-2011 period.  The research data was obtained from  Statistics South 
Sulawesi and Revenue Office of South Sulawesi province and the articles  
and  writings on the internet. 
 The findings  of this study    indicate that  the  contribution of  local 
taxes to regional real incomes  in South Sulawesi province during the past 
13 years changes varied between 54.78 percent to 86.23 percent.  And 
13-year overall contribution of local taxes averaged 79.80 percent. 
Contribution levies during the last 13 years is very volatile, while others 
are considered legitimate income has a negative trend in other words 
contribute to regional real incomes continue to decline through out the 
year up to 2011 of 1.74 percent. 
 To speed up the process of increasing local revenue, the need for the 
formulation of local regulations  and policies as well as an inventory of the 
sources for the original income tax mainly local and levies which have 
considerable potential to increase local  revenue. 
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1.1   Latar Belakang  
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Pusat dan Daerah telah menyebabkan perubahan yang mendasar 
mengenai pengaturan hubungan Pusat dan Daerah, khususnya dalam bidang 
administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan antara Pemerintah 
Pusat dan Daerah, yang dikenal sebagai otonomi daerah. 
Otonomi daerah dikaitkan dengan pembangunan daerah,  menggunakan  
pendekatan desentralisasi yang erat kaitannya dengan penerimaan pendapatan 
daerah khususnya pendapatan asli daerah (PAD) guna menciptakan kemandirian 
daerah. Otonomi daerah yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah 
daerah memberikan transformasi kebijakan  yang lebih besar kepada Pemerintah 
Daerah oleh pemerintah pusat yang dapat dilihat dari sistem desentralisasi. Secara 
umum desentralisasi mencakup aspek-aspek desentralisasi politik (Political 
Decentralization); desentralisasi administratif (Administrative Decentralization); 
desentralisasi fiskal (Fiscal Decentralization); dan desentralisasi ekonomi 
(Economic or Market Decentralization). 
Desentralisasi fiskal, merupakan komponen utama dari desentralisasi apabila 
Pemerintah Daerah melaksanakan fungsinya secara efektif dan mendapat 
kebebasan dalam pengambilan keputusan pengeluaran di sektor publik yang 
meliputi Belanja Adminstari Umum, Belanja Pemeliharaan sarana publik, serta 
2 
 
Belanja Pembangunan dan Infarstruktur. 
Menurut  Pamudji (1980) dalam bukunya “Pembinaan Perkotaan di 
Indonesia : pemerintah daerah tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif 
dan efesien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan 
pembangunan. Alokasi dana inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk 
mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur rumah tangganya 
sendiri”. 
Ibnu Syamsi (1980) dalam buku “Dasar–Dasar Kebijaksanaan Keuangan 
Negara” juga mengemukakan hal yang sama dimana menempatkan salah satu 
indikator kemampuan daerah dalam mengatur keuangannya. Sehingga dalam 
mengurus urusan rumah tangga daerah sangat dibutuhkan dana atau biaya yang 
memadai  yang pada akhirnya mendorong daerah untuk memaksimalkan potensi 
pemasukan daerah melaui pos–pos penerimaan yang salah satunya adalah 
Pendapatan Asli Daerah. 
Menurut Atep Adya Barata (2004), yang dimaksud dengan pendapatan asli 
daerah adalah semua hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai 
kekayaan bersih. Dalam arti luas pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas 
daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran bersangkutan 
yang menjadi hak Pemerintah Daerah. 
Oleh Karena besarnya kebutuhan fiskal daerah  maka pemerintah daerah 
harus mendapat dukungan sumber-sumber keuangan yang memadai baik yang 
berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, 
Pinjaman, maupun Subsidi/Bantuan dari Pemerintah Pusat. 
Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang mengatur tentang 
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Perimbangan Keuanga anatar Pusat dan Daerah dijelaskan bahwa sumber-sumber 
penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi yaitu pendapatan asli daerah, 
dana perimbangan dan lain-lain penerimaan yang sah. Selanjutnya di perjelas lagi 
bahwa sumber-sumber pendapatan asli daerah meliputi Hasil pajak daerah, hasil 
retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah 
lain yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan yang sah. (gunakan/rijuk undang-
undang yang terbaru) ??? 
Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan daerah 
yang utama dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Karena penyelenggaraan 
pemerintahan di daerah akan terlaksana dengan baik apabila didukung oleh dana 
yang memadai, disamping dana yang berasal dari pusat. Namun demikian 
meskipun terdapat bantuan transfer dana dari pusat, daerah diharapkan tidak 
selalu bergantung kepada pusat dalam artian daerah harus mampu menggali 
sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari daerahnya sendiri. Sumber-sumber 
penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal namun tetap 
dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Pendapatan Asli Daerah tidak lepas dari besaran posnya yang sangat 
dipengaruhi oleh kondisi ekonomi daerah tersebut dimana makin tinggi 
pendapatan pada sektor ekonomi yang bertumbuh maka makin banyak pula pajak 
yang akan diperoleh dari sektor tersebut. 
Keempat komponen tersebut sangat penting dan masing-masing memberikan 
kontribusi bagi penerimaan PAD. Pentingnya PAD sebagai sumber keuangan 
daerah (hilangkan/hapus saja). Sebagai daerah otonom harus memiliki keuangan 
dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan 
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menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai 
penyelenggaraan pemerintah daerahnya. 
Menurut Elita dalam Pratiwi (2007), Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli 
daerah. Identifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah sangat penting untuk 
dilakukan yaitu dengan meneliti, menentukan dan menetapkan mana 
sesungguhnya yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah dengan cara meneliti 
dan mengusahakan serta mengelola sumber pendapatan tersebut dengan benar 
sehingga memberikan hasil yang maksimal.   
Dalam rangka menggali sumber-sumber keuangan daerah terutama dalam 
meningkatkan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah harus berusaha mencari 
sumber-sumber keuangan yang potensial yaitu pajak daerah dan retribusi daerah. 
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya maka, judul 
penelitian skripsi yang ditetapkan penulis adalah: “ Analisis Kontribusi Pajak, 
Retribusi dan Pendapatan Lainnya Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli 
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Periode 1999-2011”. Dimana penelitian ini 
sangat menarik karena akan membahas perkembangan PAD pada daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan (hilangkan saja bagian ini). 
 
1.2   Rumusan Masalah  
Bertolak dari latar belakang yang dikemukakan diatas, maka yang menjadi 
masalah pokok penelitian ini adalah : 
“ Berapa Besar Konstribusi Pajak, Retribusi dan Pendapatyan Lain Yang Sah 
Terhadap Pendazpatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan” (apakah tidak 
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menggunakan batasan waktu, misalnya tahun 2002-2011) ?? 
 
1.3   Tujuan Penelitian 
 Adapun tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan penelitian ini adalah  
Untuk mengetahui berapa besar kontribusi pajak, retribusi dan pendapatan lainnya 
yang sah terhadap PAD Provinsi Sulawesi Selatan. (apakah tidak menggunakan 
batasan waktu, misalnya tahun 2002-2011) ?? 
 
1.4  Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat : 
- Sebagai informasi dan dasar pertimbangan kepada Pemerintah Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan dalam pengambilan yang terkait dengan 
perencanaan dan pengelolaan sumber-sumber penerimaan daerahnya.   
- Dapat dijadikan sebagai referensi perbandingan dan penunjang bagi 
mereka yang bermaksud melakukan penelitian serupa atau yang terkait 






















2. 1 Tinjauan Teoritis 
2.1.1 Konsep Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
PAD adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam 
wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah dan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah 
sebagai salah satu sumber pendapatan daerah merupakan sumber pendapatan yang 
dapat diperoleh dengan memanfaatkan serta mengelola sumber-sumber keuangan 
daerahnya sendiri. 
Berdasarkan ketentuan Departeman Keuangan, PAD adalah penerimaan yang 
diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut 
berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah 
merupakan sumber pendapatan yang dapat diperoleh dengan memanfaatkan serta 
mengelola sumber-sumber keuangan daerahnya sendiri. 
Menurut Atep Adya Barata (2004), yang dimaksud dengan pendapatan asli 
daerah adalah “semua hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai 
kekayaan bersih. Dalam arti luas pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas 
daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran bersangkutan 
yang menjadi hak Pemerintah Daerah”. Atep menjelaskan bahwa pendapatan 
daerah adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam 
periode tahun anggaran bersangkutan. 
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Menurut HAW. Widjaja (2002) “Pendapatan Asli Daerah merupakan 
pendapatan daerah yang terdiri dari pajak, retribusi, hasil perusahaan milik daerah 
dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah seperti bagian laba, deviden dan 
penjualan saham milik Daerah, serta pinjaman lain-lain”. 
Pendapatan Asli Daerah merupakan Pendapatan Daerah yang bersumber dari 
hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 
yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang bertujuan 
untuk memberikan keleluasaan kepada Daerah dalam menggali pendanaan dalam 
pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas Desentralisasi. 
Keempat komponen tersebut sangat penting dan masing-masing memberikan 
kontribusi bagi penerimaan PAD. Pentingnya PAD sebagai sumber keuangan 
daerah, sebagai berikut yaitu Daerah Otonom harus memiliki keuangan dan 
kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan 
menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai 
penyelenggaraan pemerintah daerahnya. Ketergantungan pada bantuan pusat 
harus seminimal mungkin sehingga PAD harus menjadi bagian sumber keuangan 
terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah 
sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan Negara”. 
Besarnya PAD sangat menentukan tingkat perkembangan otonomi suatu 
daerah. Semakin besar jumlah penerimaan PAD berarti semakin besar pula 
kesempatan daerah tersebut untuk mengadakan perkembangan dan pembangunan 
daerah menuju penyelenggaraan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung 
jawab. Setiap daerah berkewajiban mensukseskan pembangunan daerah dan harus 
mampu mengandalkan pendapatan daerahnya terutama yang berasal dari PAD. 
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Untuk meningkatkan PAD, setiap daerah harus menggali segala sumber dana yang 
ada, yang berguna sebagai pembiayaan pembangunan daerahnya masing-masing. 
PAD inilah yang akan membantu dana yang diperoleh dari pemerintah pusat 
untuk memenuhi kebutuhan anggaran pendapatan daerah. Sumber-sumber 
pendapatan potensial yang dimiliki suatu daerah akan menentukan juga tingkat 
kemampuan keuangannya. Setiap daerah mempunyai potensi pendapatan yang 
berbeda karena perbedaan kondisi ekonomi, sumber daya alam, besaran wilayah, 
tingkat pengangguran dan jumlah penduduk. 
Untuk meningkatkan PAD, setiap daerah harus menggali segala sumber dana 
yang ada, yang berguna sebagai pembiayaan pembangunan daerahnya masing-
masing. PAD inilah yang akan membantu dana yang diperoleh dari pemerintah 
pusat untuk memenuhi kebutuhan anggaran pendapatan daerah. 
 
2. 1.2 Pajak Daerah  
Pengaturan tentang pajak daerah diatur dalam UU No. 34 Tahun 2000 yang 
merupakan penyempurnaan dari UU No.18 Tahun 1997 dan ditindaklanjuti 
peraturan pelaksanaannya dengan PP No.65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. 
Berdasarkan UU dan PP tersebut Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk 
melakukan perubahan terhadap masing-masing jenis pajak. 
Due (1973) mendefinisikan pajak sebagai pembayaran yang dilakukan oleh 
masyarakat dalam keseluruhannya jasa–jasa pemerintah. Akan tetapi jumlah yang 
dibayarkan oleh masyarakat tidak perlu mempunyai hubungan dengan jumlah 
kegiatan pemerintah yang diterimanya, yang sering dapat diukur atau dihitung, 
sehingga sifatnya merupakan paksaan. (cari/rijuk referensi-referensi yang terbaru)  
9 
 
Menurut N.J.Feldmann  (Tahun : Hal.), pajak adalah prestasi yang dipaksakan 
sepihak oleh dan terhutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang 
ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontra-prestasi dan semata-mata 
digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. 
Menurut M.J.H Smeets (Tahun : Hal.), pajak adalah prestasi kepada 
pemerintah yang terutang melalui norma-norma dan yang dapat dipaksakannya, 
tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, 
maksudnya adalah membiayai pengeluaran pemerintah.  
Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 disebutkan pajak daerah yaitu 
iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi/badan kepala daerah tanpa imbalan 
langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan perundang-
undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 
pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. 
Menurut Davey (1998), Davey mengklasifikasikan pengertian pajak daerah 
kedalam beberapa jenis, yakni Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah 
dengan pengaturan daerah sendiri; Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan 
nasional tetapi pengaturan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah; Pajak yang 
ditetapkan dan dipungut oleh pemerintah daerah; Pajak yang dipungut dan 
diadministrasikan oleh pemerintah daerah tetapi hasil pungutan diberikan kepada, 
dibagihasilkan dengan, atau dibebani pungutan tambahan oleh pemerintah daerah. 
Menurut Mardiasmo (1987), pajak daerah adalah pajak yang dipungut daerah 
berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan 
pembiayaan rumah tangga pemerintahan daerah tersebut. 
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Berdasarkan PP Nomor 65 Tahun 2001, pemerintah kabupaten/kota diberi 
kewenangan untuk memungut 7 (tujuh) jenis pajak, yaitu : (i) Pajak Hotel; (ii) 
Pajak Restoran; (iii) Pajak Hiburan; (iv) Pajak Reklame; (v) Pajak Penerangan 
Jalan; (vi) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C; (vii) Pajak Parkir. 
 
2.1.3  Retribusi Daerah 
Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah 
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan 
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau 
badan.  
Menurut Mardiasmo (2002), menyatakan bahwa yang dimaksud dengan 
retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh 
Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. 
Secara terperinci, Kaho (1991) menjelaskan ciri-ciri mendasar dari retribusi 
daerah yaitu Retribusi dipungut oleh Negara; Dalam pemungutan terdapat 
paksaan secara ekonomis; Adanya kontra prestasi yang secara langsung dapat 
ditunjuk; Retribusi dikenakan pada setiap orang/badan yang menggunakan atau 
mengenyam jasa-jasa yang disiapkan negara. 
Pemungutan retribusi, dibayar langsung oleh mereka yang menikmati suatu 
pelayanan, dan biasanya dimaksudkan untuk menutup seluruh atau sebagian dari 
biaya pelayanannya. Selanjutnya retribusi hanya akan berpengaruh pada 
kesediaan menggunakan atau permintaan terhadap jasa atau pelayanan maupun 
11 
 
produk yang dihasilkan oleh pemerintah. 
Untuk pemungutan retribusi mengacu pada Pasal 58 Undang -Undang No. 5 
Tahun 1974 serta Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1957 .Untuk Pemerintah 
Tingkat II diberikan kewenangan untuk memungut retbusi diantaranya : Retribusi 
Parkir; Retribusi Terminal Bus dan Non Bus; Retribusi Pengerukan dan 
Penyedotan Kakus; Retribusi atas Jasa Penyelenggaraan Kebersihan; Retribusi 
Uang Sewa dan Bangunan yang dikuasai Pemerintah Daerah Tingkat II; Retribusi 
Pemberian Izin Mendirikan Perusahaan; Retribusi Pengujian Kendaraan 
Bermotor; Retribusi Rumah Sakit/Balai Pengobatan/Pusat Kesehatan Masyarakat 
yang dikuasai oleh Pemerintah Tingkat II; Retribusi Pemakaian Pesanggrahan; 
Retribusi Pengeluaran/Pengangkutan Hasil Hutan, Hasil Pertanian dan Hasil Laut; 
Retribusi Pemakain Air Minum; Retribusi Plat Nomor Rumah; Retribusi Izin 
Dispense Kelas Jalan; Retribusi Mesin Gilas; Retribusi Pemakaian Alat – Alat 
Kesehatan; Retribusi Rumah Sakit Bersalin atau Balai Keshatan Ibu dan Anak. 
 
2.1.4  Pendapatan Lain Yang Dianggap Sah 
Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa 
lain-lain pendapatan asli daerah yang sah antara lain, hasil penjualan aset daerah, 
jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata 
uang asing dan komisi/potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan 
dan/jasa oleh daerah. 
Menurut Kaho (1991), sekalipun dinas-dinas daerah fungsi utamanya adalah 
memberikan pelayanan terhadap masyarakat tanpa perlu memperhitungkan 
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untung-rugi, tapi dalam batas-batas tertentu dapat didayagunakan dan bertindak 
sebagai organisasi ekonomi yang memberikan pelayanan jasa dengan imbalan 
sebagai sumber pendapatan daerah. 
Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 
tentang penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah ditegaskan bahwa 
penerimaan lain-lain antara lain berasal dari penerimaan sumbangan dari pihak 
ketiga oleh daerah atas dasar sukarela dan tidak mengikat serta dengan 
persetujuan DPRD Tk. II.  
Penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah merupakan 
penerimaan yang didapat atas dasar sukarela sehingga tidak ada kewajiban 
pemerintah daerah untuk melakukan balas jasa atas pemberian yang dilakukan 
oleh pihak ketiga. Sehingga tidak menjadi beban pemerintah untuk melakukan 
timbal balik atas sumbangan yang diberikan. Namun sumbangan ini merupakan 
tanggung jawab moral pemerintah daerah untuk mengalokasikannya pada 
pembangunan infrastruktur daerah yang dibutuhkan oleh masyarakat.  
Pendapatan asli daerah tidak seluruhnya memiliki kesamaan, terdapat pula 
sumber-sumber pendapatan lainnya, yaitu penerimaan lain-lain yang sah, 
kelompok penerimaan lain-lain dalam pendapatan daerah Tingkat II mencakup 
berbagai penerimaan kecil-kecil, seperti hasil penjualan alat berat dan bahan jasa. 
Penerimaan dari swasta, bunga simpanan giro dan bank serta penerimaan dari 
denda kontraktor. Namun walaupun demikian sumber penerimaan daerah sangat 
bergantung pada potensi daerah itu sendiri. 
Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah disediakan untuk 
menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, 
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retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci 
menurut obyek pendapatan yang antara lain : Hasil penjualan kekayaan daerah 
yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan; Jasa Giro; Pendapatan 
Bunga; Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah; Penerimaan komisi, 
potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan 
barang dan/atau jasa oleh daerah; Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar 
rupiah terhadap mata uang asing; Pendapatan denda atas keterlambatan 
pelaksanaan pekerjaan; Pendapatan denda pajak; Pendapatan denda retribusi; 
Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; Pendapatan dari pengembalian; Fasilitas 
sosial dan fasilitas umum; Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan 
pelatihan; Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). (seharusnya 
merujuk kepada peraturan perundang-undanga yang terbaru) ?? 
 
2.2  Hubungan Pajak, Retribusi dan Penghasilan Lainnya Yang Dianggap 
Sah Terhadap PAD  
 
Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat ekonomi etingkat 
daerah yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Perekonomian barulah 
dapat dikatakan sedang tumbuh/berkembang apabila adanya serangkaian peristiwa 
yang timbul yang bertujuan mewujudkan peningkatan pendapatan perkapita, dan 
hal ini berlangsung dalam jangka panjang. 
Menurut Hasan Mustafa (2002) bahwa sebagian besar upaya yang dilakukan 
daerah untuk bisa mengurangi dana yang diperoleh dari pemerintah pusat adalah 
dengan memacu upaya memperoleh pendapatan asli daerah sebesar mungkin. 
Metode yang paling populer sampai dengan saat ini adalah dengan 
14 
 
mengeksploitasi sumber daya alam daerah yang ada, dan melalui pajak dan 
retribusi daerah.  
Pembangunan Ekonomi ditentukan pula oleh pertumbuhan output dan 
pendapatan pada seluruh sektotral baik segi investasi maupun konsumsi. Sehingga 
ketika terjadi pembangunan ekonomi yang mendorong pertumbuhan ekonomi 
maka variabel lainya akan terdorong antara lain : Konsumsi meningkat akibat 
terjadi kenaikan pendapatan  maka akan mendorong kenaikan pajak konsumsi 
begitupun pada kenaikan investasi akan mendorong kenaikan output juga akan 
berbanding lurus pada kenaikan pada pajak produksi (untuk pajak output) maupun 
retribusi sehingga nantinya mendorong total penerimaan pemerintah atau PAD 
pada pos pajak yang telah ditentukan bagi pemerintah daerah. 
Peningkatan penerimaan daerah akan memberikan keleluasaan untuk 
mendesain kebijakan yang dapat memberikan stimulus pada pertumbuhan 
ekonomi. Alokasi anggaran daerah untuk investasi akan meningkatkan kapital 
stok daerah dan memperluas kesempatan kerja, sehingga akan meningkatkan 
kapasitas ekonomi daerah yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi berdampak terhadap konsumsi dan 
tabungan (investasi) masyarakat sehingga akan memperbesar basis pajak daerah. 
Dampak selanjutnya yaitu terjadi peningkatan penerimaan pajak dan retribusi 
daerah, sehingga penerimaan daerah akan meningkat. 
Indikator dari pertumbuhan ekonomi daerah antara lain adalah PDRB. 
Kemudian indikator pendapatan asli daerah adalah sumber-sumber pendapatan 
asli daerah yaitu terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan 
kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 
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Keberhasilan suatu daerah ditentukan oleh banyak hal, salah satunya adalah 
tingkat pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu dalam penelitian ini, 
dengan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dengan indikator 
PDRB diharapkan dapat mempengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah dan 
pengeluaran pembangunan untuk mewujudkan pembangunan daerah yang lebih 
merata. 
 
2.3 Tinjauan Empiris 
Berbagai studi empiris di Indonesia menunjukkan hasil yang beragam 
mengenai pengaruh dari pertumbuhan ekonomi, pajak, retribusi serta pendapatan 
lainnya yang sah terhadap PAD. 
Menurut Frenadin Adegustara, Syofiarti dan Titin Fatimah (2009) dalam 
„Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan 
Asli Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi di Tiga Daerah 
Di Propinsi Sumatera Barat) menemukan bahwa : 
1. Di antara jenis PAD Kota Padang yang memberikan kontribusi besar terhadap 
PAD adalah jenis pajak daerah rata-rata dalam enam tahun terakhir sebesar 
66,53 persen dan jenis retribusi daerah dalam enam tahun terakhir sebesar 
22,85 persen. 
2. Di antara jenis PAD Kota Bukittinggi yang memberikan kontribusi besar 
terhadap PAD adalah jenis retribusi daerah rata-rata dalam lima tahun terakhir 
sebesar 41,01 persen dan jenis pajak daerah dalam lima tahun anggaran 
sebesar 28,74 persen. Kondisi yang terdapat di Kota Bukittinggi ternyata 
berbeda dibandingkan di Kota Padang yang lebih menonjol jenis Pajak 
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Daerah dibandingkan dengan Retribusi Daerah. 
3. Di antara jenis PAD Pesisir Selatan Sumatera Barat yang memberikan 
kontribusi terbesar terhadap pembentukan PAD pada tahun 2008 adalah lain-
lain PAD yang sah sebesar 38,57 persen, kemudian diikuti oleh pajak daerah 
sebesar 26,10 persen, dan penerimaan retribusi daerah sebesar 24,36 persen 
dan yang memberikan kontribusi terkecil adalah penerimaan dari Bagian 
Laba BUMD, yaitu sebesar 10,96 persen. 
 
Ardhelian Via Junita Tutut Pragadang (2012) dalam “ Pengaruh Kontribusi 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah 
Kabupaten Wonogiri Periode 2007-2010” menemukan secara simultan pajak 
daerah dan retibusi daerah berpengaruh signifikan terhadap penerimaan 
pendapatan asli daerah. Secara parsial pajak daerah dan retribusi daerah signifikan 
berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan asli daerah. 
Rina Rahmawati Ruswandi (2009) dalam “Analisis Pengaruh Pajak Daerah 
terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sumedang” menemukan 
bahwa selama periode tahun 1994 hingga tahun 1999, potensi pajak daerah di 
Kabupaten Sumedang terus mengalami peningkatan. Sementara itu, pada tahun 
2000 terjadi penurunan dan terjadi peningkatan kembali pada tahun 2001 hingga 
tahun 2006. Pajak daerah berpengaruh signifikan secara positif terhadap nilai PAD 
di Kabupaten Sumedang. 
Elka Destrika (2006) dalam “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Komponen PAD Propinsi Jawa Barat” 
menemukan bahwa pajak daerah, retribusi dan pendapatan lainnya yang sah 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. 
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Pengaruh penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah terhadap peningkatan 
pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ponorogo menemukan bahwa pajak daerah 
mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD sedangkan retribusi 
daerah mempunyai pengaruh postif tidak signifikan terhadap PAD. 
 
2.4 Kerangka Pikir Penelitian 















Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dan kerangka pikir penelitian, maka 
dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 
“ Diduga bahwa kontribusi pajak, retribusi dan pendapatan lain yang sah terhadap 
Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan dari 
tahun ke tahun selama periode 1999-2012”. 
 











Bab ini bertujuan untuk menguraikan tentang semua hal yang berkaitan dengan 
operasional/cara dan peralatan análisis yang digunakan serta konsep dan gambaran 
awal tentang pelaksanaan penelitian. Untuk itu, Bab ini membahas tentang teknik 
pengumpulan data, metode analisis data, dan definisi operasional. 
 
3. 1  Lokasi Penelitian 
       .................................... 
3.2 Teknik Pengumpulan Data  
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat 
kuantitatif yang meliputi data time series dari tahun 1999-2011 BPS Sulawesi 
Selatan. Sedangkan data kualitatif meliputi beberapa hasil studi kepustakaan dan 
artikel yang berguna bagi penelitian ini yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik 
(BPS) Sulawesi Selatan maupun dari Bank Indonesia serta artikel-artikel dan 
tulisan-tulisan yang diperoleh dengan fasilitas internet yang berguna bagi 
penelitian ini. 
3.3 Jenis dan Sumber Data 
3.4 Metode Analisis 
Metode analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif yaitu 
melihat nilai kontribusi besaran pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain 
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× 100 % 
 
Kontribusi Pendapatan Lain Yang Sah : 
KPLS =
𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐿𝑎𝑖𝑛 𝑌𝑎𝑛𝑔 𝑆𝑎ℎ 
𝑃𝐴𝐷
× 100 % 
 
3.5 Batasan Defenisi da Variabel Operasional  
Batasan defenisi dan variabel operasional yang digunakan dalam penelitian 







Total realisasi penerimaan daerah yang bersumber dari hasil 
pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain penerimaan PAD 
yang sah. 
 
Total iuran dari masyarakat kepada pemerintah yang dipaksakan 
menurut peraturan dan undang-undang yang diproksikan dengan 
pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah. 
 
Retribusi Total pungutan yang dilakukan sehubungan dengan sesuatu jasa 
atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah secara langsung dan 









Merupakan penerimaan yang didapat atas dasar sukarela sehingga 
tidak ada kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan balas 









4.1 Gambaran Umum Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan   
Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan selama kurun waktu 1999-2011 
sepanjang sepuluh tahun terakhir mengalami peningkatan signifikan. Setelah 
krisis ekonomi tahun 1998/1999, PAD Provinsi Sulawesi Selatan naik sebesar 
Rp.25.432,57,-   pada  tahun  2000  dari  tahun  1999  sebelumnya  yakni  menjadi  
Rp. 118.186,92,- pada tahun 2000.  Pada tahun 2001 kembali mengalami, 
peningkatan sebesar Rp. 82.366,18,- sehingga pada akhir tahun 2001 posisi PAD 
SulSel berada pada angka Rp. 200.553,10,-.  
TABEL 4.1 
REALISASI PENERIMAAN  
























Trend peningkatan PAD SulSel terus terjadi hingga akhir tahun 2004 sebesar 
Rp. 568.784,76,-.   Dimana,    pada    tahun    2002    total    PAD   SulSel   sebesar             
Rp. 325.117,40,- kemudian pada tahun 2003 menjadi Rp. 445.679,22,-. 
Pendapatan Daerah (provinsi dan kabupaten/kota) di Sulawesi Selatan meningkat 
hampir dua kali lipat selama kurun waktu 2005-2011. Pada periode tersebut, 
Pendapatan Daerah meningkat dari Rp 675 milliar pada tahun 2005 menjadi Rp 




Perkembangan PAD Sulawesi Selatan 1999-2011 
 
Sebagian besar Pendapatan Daerah di Sulawesi Selatan dikelola oleh 
pemerintah kabupaten/kota. Hal ini ditunjukkan oleh proporsi pendapatan 
kabupaten/kota terhadap total Pendapatan Daerah lebih besar daripada proporsi 
pendapatan provinsi. Selama periode 2005-2011, proporsi pendapatan 
kabupaten/kota terhadap total Pendapatan Daerah rata-rata 84 persen per tahun, 
sementara proporsi pendapatan provinsi terhadap total Pendapatan Daerah 






















Penyumbang terbesar Pendapatan Daerah Provinsi adalah Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) dengan rata-rata mencapai 56 persen per tahun, sementara 
pendapatan kabupaten/kota dikontribusi oleh Dana Perimbangan dengan rata-rata 
84 persen per tahun. 
Ketergantungan pemerintah daerah Sulawesi Selatan terhadap pemerintah 
pusat sangat besar. Selama periode 2005-2011, Pendapatan Daerah yang berasal 
dari Dana Perimbangan rata-rata mencapai Rp 10 triliun per tahun. Sumbangan 
Dana Perimbangan terhadap Pendapatan Daerah Sulawesi Selatan berkisar 69-83 
persen atau secara rata-rata 76 persen selama tahun 2005-2011.  
 
Grafik 4.2 
Komposisi Pendapatan Daerah Riil Sulawesi Selatan, 2005-2011 
 
 






























































Sumber Pendapatan Daerah yang berasal dari PAD relatif kecil dengan rata-
rata berkisar 15 persen. Selebihnya, sekitar 8 persen dikontribusi oleh Lain-lain 
Pendapatan Daerah yang Sah. Besarnya nilai dan proporsi Dana Perimbangan 
terhadap Pendapatan Daerah mencerminkan ketergantungan pemerintah daerah 
Sulawesi Selatan terhadap pemerintah pusat sangat besar. 
Pada periode 2005-2011, Pendapatan Daerah pemerintah provinsi didominasi 
oleh pendapatan yang bersumber dari PAD dan cenderung meningkat. Pada tahun 
2005, pendapatan yang bersumber dari PAD sebesar Rp. 942 miliar dan 
meningkat menjadi Rp 1,6 triliun pada tahun 2011. Proporsi PAD terhadap total 
pendapatan provinsi juga memperlihatkan kecenderungan yang meningkat sejak 
tahun 2006 sebesar 52 persen menjadi 60 persen pada tahun 2011 dengan rata-rata 
setiap tahun 56 persen.  
Pada tahun 2011, pendapatan dari PAD menyumbang sekitar 62 persen. 
Dengan mencermati proporsi PAD dengan sumber Pendapatan Daerah lainnya, 
PAD merupakan penyumbang terbesar terhadap Pendapatan Daerah Provinsi. Hal 
ini ditunjukkan oleh kontribusi Dana Perimbangan yang hanya berkisar pada 41-
46 persen dari total Pendapatan Daerah Provinsi atau secara rata-rata 42 persen 
setiap tahun selama periode 2005-2011 dan kontribusi bagian Lain-lain 
Pendapatan yang Sah hanya berkisar rata-rata 1 persen per tahun.  
Berbeda dengan tingkat pemerintah provinsi, sumber daya fiskal pemerintah 
kabupaten/kota didominasi oleh Dana Perimbangan dan cenderung menurun 
hingga tahun 2011. Pada tahun 2005, pendapatan pemerintah kabupaten/kota yang 
bersumber   dari  Dana  Perimbangan  sebesar  Rp 6,4  triliun  meningkat  menjadi  
Rp 10,6 triliun pada tahun 2007, kemudian tiga tahun berikutnya menurun setiap 
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tahun hingga mencapai Rp 10 triliun pada tahun 2010.  
Proporsi Dana Perimbangan terhadap total Pendapatan Daerah 
kabupaten/kota juga mengalami penurunan dari 86 persen pada tahun 2005 turun 
menjadi 74 persen pada tahun 2010 dengan rata-rata 84 persen per tahun. 
Tingginya sumbangan Dana Perimbangan terhadap Pendapatan Daerah 
Kabupaten/Kota mengindikasikan tingginya ketergantungan pemerintah daerah 
kabupaten/kota terhadap pemerintah pusat.  
Meskipun Dana Perimbangan  mendominasi Pendapatan Daerah, namun 
upaya-upaya pemerintah daerah Kabupaten/Kota untuk  menggali sumber-sumber 
Pendapatan Asli Daerah telah nampak. Hal ini terlihat dari peningkatan PAD dari 
Rp 523 miliar meningkat menjadi Rp 987 miliar pada tahun 2010. Selama periode 
2005-2011, proporsi PAD terhadap total Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota rata-
rata 7 persen per tahun. Kapasitas fiskal kabupaten/kota di Sulawesi Selatan 
bervariasi dan cenderung tidak merata.  
Kabupaten/kota yang memiliki pendapatan per kapita terbesar di Sulawesi 
Selatan adalah Pare-Pare (Rp. 3.8 juta) dan Kabupaten Selayar (Rp. 3.4 juta). 
Kabupaten/kota yang mempunyai pendapatan per kapita terendah adalah 
Kabupaten Bone, Kota Makassar, dan Kabupaten Gowa dengan Rp 1.1 juta. 
Ketiganya juga merupakan 3 kabupaten/kota yang memiliki populasi terbesar di 
Sulsel. Sedangkan kabupaten lainnya, memiliki pendapatan per kapita berkisar 
pada Rp. 1.5 juta – Rp. 2.7 juta. Perbedaan pendapatan per kapita tersebut 









Komposisi Pendapatan per Kapita Daerah  
Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, 2010 
 
 
Sumber : Analisis Keuangan Publik Provinsi Sulawesi Selatan 2012 
 
Kabupaten/kota yang mempunyai PAD terbesar adalah Kabupaten Pare-Pare 
dan terendah adalah Kabupaten Jeneponto. Pada tahun 2010, Kota Pare-Pare 
mempunyai pendapatan PAD per kapita sebesar Rp. 344 ribu dan terendah sebesar 
Rp. 43 ribu ditempati oleh Kabupaten Jeneponto. Pada tahun yang sama, dana 
transfer per kapita tertinggi berada di Kabupaten Selayar mencapai Rp. 2,7 juta 
dan terendah ditempati Kota Makassar sebesar Rp. 648 ribu.  
 
4.2. Komposisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Selatan 
 
Pada periode 2005-2011, Pendapatan Asli Daerah Sulawesi Selatan (provinsi 
dan kabupaten/kota) meningkat hampir dua kali lipat. Pada tahun 2005, 
Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 1.4 triliun meningkat menjadi Rp. 1.6 triliun 
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pada tahun 2011. Porsi PAD terhadap total Pendapatan Daerah mengalami 
peningkatan secara konsisten sejak tahun 2006 dengan nilai 13 persen menjadi 17 
persen pada tahun 2011 atau dengan rata-rata setiap tahun sebesar 15 persen. 
Pajak Daerah adalah penyumbang terbesar PAD dengan menguasai sekitar 66 
persen dari total PAD pada tahun 2005 dan 2008 dan 63 persen pada tahun 2010 
dan mencapai 70 persen pada tahun 2011.  
Pendapatan dari Pajak Daerah meningkat dari Rp. 565.42 miliar pada tahun 
2005 menjadi Rp 1,4 triliun pada tahun 2011. Selama periode 2005-2011, rata-rata 
porsi Pajak Daerah terhadap total PAD sebesar 65 persen per tahun. Pendapatan 
Daerah di Sulawesi Selatan yang berasal dari Retribusi Daerah mengalami 




Komposisi PAD, Pajak, Retribusi dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah 











































































Pada periode 2005-2011, pendapatan dari Retribusi Daerah meningkat dari 
Rp. 48.68 miliar pada tahun 2005 menjadi Rp 104.67 miliar pada tahun 2011. 
Proporsi pendapatan Retribusi Daerah terhadap total PAD rata-rata mencapai 19 
persen per tahun, selebihnya sekitar 17 persen dikontribusi oleh sumber-sumber 
PAD yang lain. Sumber-sumber PAD yang berasal dari Hasil Pengelolaan 
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD Yang Sah juga 
memperlihatkan angka yang cenderung meningkat. 
Pajak daerah merupakan sumber utama PAD provinsi, sementara di pajak dan 
retribusi menjadi sumber pendapatan kabupaten/kota. Pendapatan dari Pajak 
Daerah pada pemerintah provinsi meningkat cukup drastis dari Rp. 788 miliar 
pada tahun 2005 menjadi Rp 1,4 triliun pada tahun 2011 dengan rata-rata 
pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp 1 triliun per tahun. Tingginya pajak dalam 














Perbandingan Komposisi PAD per Kapita Kabupaten/Kota 
di Sulawesi Selatan 
 
 
Sumber : Analisis Keuangan Publik Provinsi Sulawesi Selatan 2012 
 
Pertumbuhan ekonomi yang berkisar antara 6-8 persen ikut menyumbang 
tingginya kedua jenis pajak tersebut. Sumber penerimaan lain kontribusinya relatif 
kecil. Retribusi Daerah menyumbang sekitar 7-8 persen dari total PAD. Di tingkat 
kabupaten/kota, pajak daerah dan retribusi menyumbang sekitar 80 persen dari 
total PAD, tumbuh 61 persen pada tahun 2011 dibanding tahun 2005. 
Pada pemerintah kabupaten/kota, sumber PAD terbesar berasal dari Retribusi 
Daerah. Sumbangan Retribusi Daerah terhadap PAD kabupaten/kota mencapai 43 
persen pada tahun 2005, 41 persen pada tahun 2011, dan 35 persen pada tahun 
2011. Meskipun kontribusi pendapatan dari Retribusi Daerah berfluktuasi, namun 
secara rata-rata Retribusi Daerah menyumbang sebesar 37 persen terhadap PAD 
kabupaten/kota.  
Pajak Daerah merupakan sumber PAD terbesar kedua dengan rata-rata 29 
persen per tahun selama periode 2005-2011, selebihnya PAD dikontribusi oleh 
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dengan rata-rata 11 persen 
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per tahun dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar 23 persen per 
tahun. Komposisi Pendapatan Asli Daerah per kapita bervariasi antar 
kabupaten/kota pada tahun 2011. 
Pendapatan  Asli  Daerah  terbesar  dikontribusi  oleh  Kota  Makassar  sekitar  
Rp. 344 ribu dan terbesar kedua adalah Kabupaten Pangkep sebesar Rp. 241 ribu. 
Komponen terbesar dalam PAD di Kota Pare-Pare adalah penerimaan Retribusi 
Daerah dengan nilai sebesar Rp. 231 ribu dan di Kabupaten Pangkep dikontribusi 
oleh penerimaan Pajak Daerah dengan nilai Rp. 129 ribu. Kabupaten/kota yang 
mempunyai  PAD  per  kapita  terkecil  adalah  Kabupaten  Jeneponto dengan nilai 
 Rp. 43 ribu.  
4.3. Pajak Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 
Dalam kurun waktu 12 tahun terakhir, penerimaan pajak daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 1999 
total penerimaan pajak darah sebesar Rp. 77 milliar, kemudian dalam tahun 
berikutnya terjadi peningkatan pajak sebesar Rp. 19 milliar menjadi Rp. 96 milliar 
pada tahun 2000. Peningkatan penerimaan pajak daerah terus berlangsung hingga 
tahun 2003.  
TABEL 4.2 




















Sumber : BPS & Dispenda SulSel 
 
Pada tahun 2004 penerimaan pajak mengalami penurunan dari tahun 2002 
sebesar Rp. 357 milliar menjadi Rp. 311 milliar atau turun sebesar Rp. 45 milliar. 
Pada tahun 2005, penerimaan pajak kembali meningkat sebesar Rp. 476 milliar 
menjadi Rp. 788 milliar, peningkatan ini merupakan peningkatan penerimaan 
pajak terbesar sepanjang kurun waktu 12 tahun terakhir.  
Grafik 4.6 
Trend Penerimaan Pajak Daerah Sulawesi Selatan 1999-2011 
 
 
Sumber : BPS & Dispenda SulSel, diolah 2012 
 
Pada  tahun  2007,  total  penerimaan  pajak  Sulawesi  Selatan sudah mencapai  
Rp. 1 trilliun  dan  pada  tahun 2008  penerimaan pajak  sudah  mencapai   kisaran  

























penurunan terjadi lagi pada tahun 2009 sebesar Rp. 61 milliar namun penerimaan 
pajak masih pada level Rp. 1.11 trilliun dari tahun 2008 yang sebesar Rp.  1.17 
trilliun. Peningkatan penerimaan pajak terus berlangsung hingga tahun 2012 total 
penerimaan pajak sulsel sudah mencapai Rp. 1.4 trilliun. 
 
4.4  Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 
Penerimaan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dari retribusi daerah pada 
tahun 1999 sampai 2011 dapat dilihat pada tabel 4.3 dan grafik 4.8.  pada tahun 
1999 penerimaan retribusi Sulawesi Selatan sebesar Rp. 5.9 milliar dengan trend 
yang positif hingga akhir tahun 2010. Hal ini dapat dilihat dari besarnya 
penerimaan yang dari tahun ke tahun terus bertambah. Pada tahun 2000, 
penerimaan retribusi sebesar Rp. 6.6 milliar atau naik sebesar Rp. 654.6 juta dari 
tahun 1999.  
TABEL 4.3 






















Selanjutnya pada tahun 2001, retribusi yang dikumpulkan oleh pemerintah 
Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp. 9.4 milliar, naik sebesar Rp. 2.8 milliar dari 
tahun sebelumnya. Tahun 2002, merupakan penerimaan tebesar dari retribusi yang 
dipungut   oleh  pemerintah,  yaitu  sebesar  Rp. 32.2  milliar  atau  naik  sebanyak  
Rp. 22.7 milliar. Di tahun berikutnya, penerimaan retribusi terus meningkat dari 
tahun 2003 sebesar Rp. 43.5 milliar hingga pada tahun 2008 sebesar Rp. 72.9 
milliar. Pada tahun 2009, penerimaan retribusi kembali meningkat, lebih tinggi 
dari peningkatan pada tahun 2002 yaitu meningkat sebesar Rp. 27.6 milliar namun 
di   akhir   tahun  2011,   penerimaan  retribusi  menurun  Rp. 8.8  milliar  menjadi  
Rp. 104.6 milliar. 
Grafik 4.7 
Trend Penerimaan Retribusi Daerah Sulawesi Selatan 1999-2011 
 
 






























4.4 Bagian Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan 
 
Salah satu komponen penerimaan pemerintah daerah yaitu penerimaan lain-
lain pendapatan (mungkin yang tepat penerimaan pendapatan lain-lain) yang sah. 
Komponen penerimaan ini tidak sebesar komponen lainnya namun juga 
memberikan kontribusi pada perkembangan PAD Sulawesi Selatan. Pada tahun 
1999, penerimaan komponen ini sebesar Rp. 5.3 milliar dan naik menjadi Rp. 8.7 
milliar pada tahun 2000. Pada tahun 2001, penerimaan ini sebesar 15.9 milliar, 
naik sebesar Rp. 7.2 milliar lalu tahun berikutnya naik sebesar Rp. 1.9 milliar 
menjadi Rp. 17.8 milliar. 
Pada tahun 2003, penerimaan lain yang sah naik sebesar Rp. 491 juta menjadi 
Rp. 18.3 milliar. Dan pada tahun 2004, mengalami penurunan sebesar Rp. 3.09 
milliar menjadi Rp. 15.2 milliar. 
 
TABEL 4.4 
PENERIMAAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 
 
TAHUN 
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 
















Sumber : BPS & Dispenda SulSel 
 
Realisasi Pendapatan Daerah yang bersumber dari Bagian Lain-lain 
Pendapatan yang Sah berfluktuasi sepanjang periode 2005-2010, baik pada tingkat 
provinsi maupun kabupaten/kota. Pada level provinsi, Lain-lain Pendapatan yang 
Sah berfluktuasi dari, Rp. 20 miliar pada tahun 2005, sebelum mencapai 
pendapatan tertinggi sebesar Rp. 42 milliar pada tahun 2008. Pada tahun 
berikutnya, yaitu tahun 2009, penerimaan pendapatan lain yang sah pemerintah 
Provinsi Sulawesi Selatan menurun Rp. 2.3 milliar menjadi Rp. 40.4 milliar. 
Penurunan pada tahun 2009 terus terjadi hingga akhir tahun 2011. Pada tahun 
2010 sendiri, total penerimaan ini mencapai Rp. 37.8 milliar atau turun sebesar 
Rp. 2.6 milliar,   sedangkan   pada   tahun   2011   penurunan  penerimaan  sebesar  
Rp. 3.7 milliar sehingga besar penerimaan pada tahun 2011 sebesar Rp. 34.1 
milliar. Sementara di tingkat kabupaten/kota, pendapatan dari Bagian lain-lain 
pendapatan yang sah cenderung meningkat hingga tahun 2010. Lain-lain 
Pendapatan yang Sah sesungguhnya merupakan transfer atau dana darurat dari 















Trend Penerimaan Pendapatan Lain Yang Sah Sulawesi Selatan 1999-2011 
 
 





























ANALISIS DAN HASIL 
 
 
5.1 Analisis Kontribusi Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lain Yang Sah 
Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 
 
Pada era otonomi daerah, banyak daerah yang berlomba meningkatkan PAD. 
Hampir semua kabupaten dan kota berusaha memacu dengan menggali potensi 
daerahnya. Berikut ini akan dilihat bagaimana kondisinya di Provinsi Sulawesi 
Selatan dalam mengumpulkan pendapatan asli daerahnya.. 
Analisis kontribusi digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi masing-
masing variabel independen dengan variabel dependen. Berikut kontribusi 
variabel independen dalam ini Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lain Yang Sah 





KONTRIBUSI PAJAK, RETRIBUSI DAN LAIN PENDAPATAN YANG SAH 
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH SULAWESI SELATAN 1999-2011 
        
TAHUN 














dalam Juta Rupiah dalam Juta Rupiah dalam Juta Rupiah dalam Juta Rupiah 
KPD     =    PD/PAD × 100 
persen 
KRD    =    RD/PAD × 100 
persen 
KPLS    =    PLS/PAD × 100 persen 
1999 92.754,35 77.137,47 5.959,13 5.352,98 83,16 6,42 5,77 
2000 118.186,92 96.157,75 6.613,77 8.735,63 81,36 5,60 7,39 
2001 200.553,10 159.898,15 9.494,70 15.950,52 79,73 4,73 7,95 
2002 325.117,40 259.829,44 32.293,83 17.869,39 79,92 9,93 5,50 
2003 445.679,22 357.046,81 43.500,08 18.361,29 80,11 9,76 4,12 
2004 568.784,76 311.600,00 47.818,90 15.263,55 54,78 8,41 2,68 
2005 675.857,26 565.425,35 48.689,23 20.871,33 83,66 7,20 3,09 
2006 775.509,54 660.156,13 55.478,97 22.696,28 85,13 7,15 2,93 
2007 992.252,46 850.491,37 56.498,99 39.028,01 85,71 5,69 3,93 
2008 1.238.690,40 1.068.165,04 72.972,98 42.720,45 86,23 5,89 3,45 
2009 1.242.766,16 1.044.931,82 100.604,69 40.428,55 84,08 8,10 3,25 
2010 1.545.589,70 1.222.796,86 113.551,77 37.879,70 79,12 7,35 2,45 
2011 1.959.515,90 1.458.737,07 104.677,65 34.122,40 74,44 5,34 1,74 
Sumber : Dispenda Sulawesi Selatan, diolah 
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5.2 Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan 
 
Dari tabel 5.1 dibawah dapat kita lihat bagaimana kontribusi pajak daerah 
terhadap PAD Sulawesi Selatan dari tahun 1999-2011. Pada tahun 1999 dan 2000, 
kontribusi pajak masing-masing sebesar 83.16 persen dan 81.36 persen, lalu pada 
tahun 2001 dan 2002 hanya sebesar 79 persen atau turun sebesar 4 persen dari 
tahun 1999 dan turun 2 persen dari tahun 2000. Selanjutnya pada tahun 2003 naik 
sebesar 1.8 persen menjadi 80.1 persen. 
Grafik 5.1 
Kontribusi Pajak Daerah Sulawesi Selatan 1999-2011 
 
 
Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, diolah 2012 
 
Pada tahun 2004 merupakan tahun dengan kontribusi pajak yang terendah 
dalam kurun waktu 13 tahun terakhir yaitu hanya sebesar 54.78 persen atau turun 
sebesar 25.33 persen hal ini disebabkan karena terjadinya penurunan dari 
penerimaan pajak pada tahun 2004. Memasuki tahun 2005 hingga tahun 2009 
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penurunan dengan tingkat kontribusi sebesar 79.12 persen pada tahun  2010 dan 
74.44 persen pada tahun 2011. Sepanjang tahun 1999-2011, rata-rata kontribusi 
pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Sulawesi Selatan sebesar 79.8 
persen. 
 
5.3 Analisis Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli 
Daerah Provinsi Sulawesi   
 
Kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah juga terlihat pada 
tabel 5.1 serta grafik 5.2. Kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli 
daerah pada tahun 1999 sebesar 6.42 persen dari total PAD Sulawesi Selatan. Pada 
tahun 2000 dan 2001 kontribusi retribusi mengalami penurunan sebesar 0.82 
persen pada tahun 2000 menjadi 5.60 persen dan turun 0.87 persen dari tahun 
2000 menjadi 4.73 persen pada tahun 2001. 
Grafik 5.2 
Kontribusi Retribusi Daerah Sulawesi Selatan 1999-2011 
 
 























Pada tahun 2002, retribusi daerah memberikan kontribusi tertinggi dalam 13 
tahun terakhir yaitu sebesar 9.76 persen terhadap total PAD Sulawesi Selatan. 
Setelah peningkatan ini, dalam kurun waktu 5 tahun  berikutnya hingga tahun 
2007 kontribusi retribusi menurun kembali pada angka 5.89 persen. Kemudian 
naik sebesar 2.21 persen pada tahun 2009 namun pada tahun berikutnya turun 
kembali menjadi 7.35 persen pada tahun  2010 dan 5.34 persen pada tahun 2011.  
Secara keseluruhan dalam periode 13 tahun terakhir, rata-rata kontribusi 




5.4 Analisis Kontribusi Pendapatan Lain Yang Sah Terhadap Pendapatan 
Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan  
 
Kontribusi dari Pendapatan Lain Yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah 
Sulawesi Selatan pada tahun anggaran 1999-2011 dapat dilihat dari tabel 5.1 dan 
grafik 5.3. pada tahun 1999 Pendapatan Lain Yang Sah terhadap Pendapatan Asli 
Daerah sebesar Rp. 5.3 milliar dari total PAD sebesar Rp. 92.7 milliar dengan 
kontribusi sebesar 5.77 persen. Pada tahun 2000-2001 terjadi peningkatan 
Pendapatan Lain Yang Sah sehingga kontribusi Pendapatan Lain Yang Sah 
terhadap Pendapatan Asli Daerah juga ikut meningkat sebesar 7.39 persen pada 
tahun 2000 dan 7.95 persen pada tahun 2001. 
Memasuki tahun 2002, total Pendapatan Lain Yang Sah terus mengalami 
peningkatan hingga tahun 2009 namun tidak diikuti dengan peningkatan 
kontribusi Pendapatan Lain Yang Sah. Dari grafik 5.1 terlihat trend penurunan 
kontribusi Pendapatan Lain Yang Sah sebesar 5.5 persen pada tahun 2002, 4.12 
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persen tahun 2003 dan 2.68 persen pada tahun 2004. Pada tahun 2005 kembali 
meningkat menjadi 3.09 persen terhadap Pendapatan Asli Daerah dan turun 
kembali pada tahun 2006 menjadi 2.93 persen. 
 
Grafik 5.3 
Kontribusi Pendapatan Lain Yang Sah Sulawesi Selatan 1999-2011 
 
 
Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, diolah 2012 
 
Pada tahun 2007, kontribusi Pendapatan Lain Yang Sah naik pada level 3.93 
persen. Pada tahun 2008-2011 trend kontribusi Pendapatan Lain Yang Sah terus 


































Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka penulis 
menarik kesimpulan sebagai berikut :  
1. Pelaksanaan Otonomi Daerah tidak terlepas dari sumber pendanaan yang 
cukup besar. Salah satu sumber dana yang cukup potensial dalam rangka 
pelaksanaan otonomi daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), 
khususnya di Sulawesi Selatan yang memiliki potensi daerah yang cukup 
besar namun masih bergantung dari dana perimbangan pemerintah pusat. 
2. Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Sulawesi 
Selatan selama 13 tahun terakhir mengalami perubahan yang bervariasi antara 
54,78 persen sampai 86,23 persen, secara keseluruhan kontribusinya 
mencapai rata-rata 79,80 persen. Dalam hal ini kontribusi Pajak Daerah 
terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam menunjang pelaksanaan otonomi 
daerah di Sulawesi Selatan cukup besar. 
3. Kontribusi Retribusi Daerah sepanjang 13 tahun terakhir sangat fluktuatif 
sedangkan Pendapatan Lain Yang Sah memiliki trend yang negatif dengan 
kata lain kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah terus mengalami 






Pada bagian akhir, penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut : 
1. Untuk mempercepat proses peningkatan Pendapatan Asli Daerah, perlu 
adanya perumusan rancangan peraturan daerah bagi sumber-sumber 
Pendapatan Asli Daerah utamanya pajak daerah dan retribusi daerah yang 
memiliki potensi yang cukup besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli 
Daerah. 
2. Untuk meningkatkan kontribusi Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lain Yang 
Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Sulawesi Selatan pada tahun-tahun 
mendatang, Pemerintah Sulawesi Selatan diharapkan dapat menyusunan 
kebijakan maupun inventarisasi terhadap potensi objek pajak daerah dan 
retribusi daerah. 
3. Memperluas basis penerimaan pajak melalui identifikasi pembayar pajak 
baru/potensial serta meningkatkan efisiensi dan penekanan biaya 
pemungutan. Diharapkan biaya pengenaan pajak jangan sampai melebihi 
dana yang dapat diserap dari pajak itu sendiri. 
4. Pemerintah juga harus mampu mengembangkan potensi daerah yang terdapat 
pada masing-masing kabupaten atau kota sehingga kontribusi pajak, retribusi 
dan pendapatan lain yang sah dapat dioptimalisasikan dalam pelaksanaan 
otonomi daerah.  
5. Untuk penguatan titik berat otonomi daerah di Sulawesi Selatan, disamping 
upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah, perlu pula memperhatikan 
pembenahan pada aspek-aspek kemampuan aparatur, pembenahan organisasi 
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